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Abstrak—Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya
partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam
penyusunan anggaran pembangunan desa di Kecamatan
Kindang Kabupaten Bulukumba hal tersebut dikarenakan
pemerintah desa yang ada kurang melibatkan atau
memberikan informasi kepada masyarakat setiap kegiatan
atau rapat dalam penyusunan anggaran pembangunan
desa. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari
indikator partisipasi yakni partisipasi masyarakat dalam
bentuk tenaga, partisipasi masyarakat dalam bentuk
pikiran, dan partisipasi masyarakat dalam bentuk waktu.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara secara mendalam dan dianalisis secara
deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan
anggaran pembangunan Desa di Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba berada pada kategori Belum Baik.
Olehnya itu pemerintah desa terlibat aktif dalam
memberikan informasi kepada masyarakat secara
transparan, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran
untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran
pembangunan desa untuk mencapai pembangunan yang
lebih.

Kata Kunci—Partisipasi masyarakat, Penyusunan

anggaran, Anggaran pembangunan, Pembangunan desa,
Kecamatan kindang

I. PENDAHULUAN

Isu sentral yang berkembang dewasa ini di
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terkait

dengan  partisipasi  masyarakat terutama  dalam
keterlibatan dalam pembangunan di desa baik itu secara
umum  maupun dalam  penyusunan  anggaran

pembangunan desa terlihat kurang di akomodasikannya

atau tidak dilibatkannya masyarakat dalam setiap
penyusunan anggaran pembangunan desa, serta
kurangnya respon dan tidak maksimalnya informasi
pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat
sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil
dalam rapat penyusunan anggaran pembangunan desa
sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah desa
kurang transparansi dan tidak sesuai dengan keinginan
masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam
pembangunan.

Transparansi bermakna tersedianya informasi
yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan
publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah
suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pengelolaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan
ketersediaan informasi, masyarakat dapat sekaligus
mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa
memberikan hasil optimal bagi masyarakat, serta
mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang
akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat
(Putra, 2017). Selanjutnya (Sangki et al., 2017)
mengatakan bawha transparansi anggaran adalah
informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan
hak setiap masyarakat. hak masyarakat yang terkait
penganggaran yaitu hak untuk mengetahui,Hak untuk
mengamati dan menghadiri pertemuan publik, hak untuk
mengemukakan pendapat, hak untuk memperoleh
dokumen publik,hak untuk diberi informasi.

Menurut Nordiawan dalam (Anwar & Jatmiko,
2012) mendefinisikan  Transparansi  memberikan
informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya
dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
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Mardiasmo dalam (Gunawan, 2016)
menyebutkan bahwa transparansi adalah keterbukaan
pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait
dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada
pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Olehnya itu transpransi sangatlah penting dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
anggaran pembangunan di desa, dengan keterbukaan
informasi masyarakat dapat sekaligus melakukan
pengawasan sehingga kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah desa bisa memberikan hasil yang optimal dan
mencegah terjadinya konflik yang dapat menguntungkan
pihak kelompok lain.

Kecenderungan tersebut, pada dasarnya dapat
diidentifikasi bahwa pemerintah kurang transparansi
dalam melibatkan masyarakat dalam penyusunan
anggaran pembangunan desa sehingga komunikasi dan
partisipasi tidak sesuai dengan keinginan pemerintah
maupun masyarakat.

Diasumsikan pula bahwa masih rendahnya
partisipasi masyarakat di dalam penyusunan anggaran
pembangunan desa disebabkan karena pemerintah dalam
arti pemerintahan desa kurang transparan, tidak jelas
dalam mengambil kebijakan, tidak adanya akuntabilitas
dan informasi yang kurang mendukung sehingga dalam
pelaksanaan penyusunan anggaran pembangunan desa
tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh
pembangunan nasional secara umum serta terkhusus
untuk pemerintah daerah dilingkup Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba.

Melihat dari fungsi dan manfaat, partisipasi
dipandang sebagai hak masyarakat untuk ikut serta
mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah daerah.
Hal ini sejalan dengan apa dipaparkan oleh Kenneth Lee
dan Anne Mills dalam (Adeliya, 2017) bahwa partisipasi
berperan untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan
antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan
dan pengetahuan masyarakat akan masuk dalam agenda
pemerintahan.

Permasalahan yang lain juga disebabkan karena
respon masyarakat dalam melihat permasalahan yang ada
di desa tidak secara keseluruhan masyarakat mengetahui
hal tersebut, sehingga disini diperlukan peran pemerintah
desa dalam memberikan pembinaan dan kesadaran
kepada masyarakat bahwa partisipasi sangat penting
dalam meningkatkan pembangunan di desa terutama
keterlibatan dalam penyusunan anggaran pembangunan
desa, secara jelas bahwa partisipasi sangat penting untuk
mendukung roda pemerintahan.

Partisipasi menurut Arnstein dalam
(Sulistyowati & Dibyorin, 2013) adalah bagaimana
masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang
memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan
dari kelompok yang berpengaruh..Selanjutnya UNDP
dalam (Muhiddin, 2013) mengartikan partisipasi sebagai
karakteristik pelaksanaan good governance adalah
keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga
perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Dari penjelasan diatas mengingat penerapan
konsep patisipasi masyarakat sangat penting dalam
penyusunan anggaran pembangunan desa maka secara
stuktur birokrasi pemerintahan, pemerintah desa harus
secara aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat
bahwa keterlibatan dalam membantu pemerintah baik
secara pikiran, tenaga, dan waktu kemudian di sisi lain
masyarakat dapat masuk dalam proses pengambilan
kebijakan publik bila ruang untuk partisipasi telah
disediakan oleh perangkat hukum.

Partisipasi masyarakat bukan sekedar mengikut
setakan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun
lebih dari itu msyarakat juga harus terlibat aktif
mengetahui apa-apa saja yang telah dilakukan oleh
pemerintah untuk menunjang kehidupan masyarakat
termasuk dalam persoalan peningkatan pendapatan
perekonomian dan kesejahteraan. Partisipasi itu sendiri
sangat menuntut adanya Kketerbukaan karena tanpa
keterbukaan atau transparansi pemerintah tidak mungkin
akan mendapatkan peran serta msyarakat dalam kegiatan
pemeritahan terutama dalam penyusunan anggaran
pembangunan desa.

Pada prinsipnya partisipasi masyarakat memiliki
banyak bentuk, mulai dari Kketerlibatan langsung
masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang
sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan Dana, tenaga,
pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan
pemerintah. namun demikian, masih sering ditermukan
kadar partisipasi sering kali ditentukan secara masif yakni
dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal
partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan
dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi.
Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum
menjadi kegiatan tetap dan lembaga khususnya dalam
pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat
masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan
program-program atau kegiatan pemerintah, padahal
partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat
pelaksanaan tetapi juga mulai tahap perencanaan
pengambilan keputusan. Olehnya itu partisipasi menjadi
bagian yang penting dalam menjembatani pemerintah dan
masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Cohen & Uphoff dalam (Sagita, 2016)
mendefinisikan partisipasi merupakan bentuk kepedulian
masyarakat untuk mengambil bagian atau peran dalam
pembangunan. Partisipasi masyarakat berwujud dalam
berbagai bentuk diantaranya menyampaikan pernyataan
dan tanggapan tentang pelaksanaan atau hasil
pembangunaan yang dirasakan, menyumbangkan tenaga,
waktu, memberikan masukan berupa ide, gagasan,
pemikiran tentang model atau rencana pembangunan
yang harus dilakukan, atau bahkan turut serta
menyumbangklan materi atau ikut menanggung biaya
agar pembangunan terlaksana sesuai tujuan dan harapan.

Pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh
pemerintah  tentunya bertujuan untuk  mencapai
masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat
merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika
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selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan
dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa
sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat.
Sehingga pembangunan merupakan proses tawar
menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan
pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan
pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang
sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan
itu sendiri.

Berangkat pada permasalahan maka partisipasi
masyarakat sangat penting dalam meningkatkan roda
pemerintahan di desa terutama di kecamatan kindang, hal
ini juga berlaku pada penyusunan anggaran pembangunan
desa karena hal tersebut merupakan dasar yang sangat
penting untuk diketahui oleh masyarakat demi terciptanya
transparansi anggaran pembangunan di setiap desa yang
ada di kecamatan kindang kabupaten bulukumba. Namun
pada permasalahan kompleks yang terjadi keterlibatan
masyarakat dalam membantu pemerintah belum terlihat
secara signifikan dalam membantu pemerintah desa di
Kecamatan Kindang, hal tersebut dipengaruhi karena
kualitas pendidikan masyarakat masih rendah serta sarana
dan prasarana yang kurang memadai.

1. STUDI PUSTAKA
A. Konsep Partisipasi

Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu:
pertama, partisipasi merupakan sebuah alat, dimana
partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk mambantu
memajukan program desa atau disebut pembangunan
partisipasi. Kedua, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu
sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan
rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian,
pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk
mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk
membangun.(ato mau, 2015)

Selanjutnya UNDP mengartikan partisipasi
dalam (Kartika, 2012) sebagai karakteristik pelaksanaan
good governance adalah keterlibatan masyarakat dalam
pembentukan keputusan, baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat
menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun
atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta
berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi masyarakat kunci sukses dalam
pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi
yaitu menyangkut tentang aspek pengawasan dan
aspirasi. Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat,
maka diperlukan langkah strategis agar partisipasi
masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu
upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran
dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media masa,
organisasi kemasyarakatan dan partai
politik.(Arvitaningrum & Taman, 2019)

Siagian dalam (Sagita, 2016) berpendapat bahwa
partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan ada juga
partisipasi yang bersifat pasif. Partisipasi yang bersifat
pasif berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan

hal-hal
suatu

tidak melakukan
terhambatnya

tindakannya
mengakibatkan
pembangunan.

Sumarto dalam (Latif et al., 2020) partisipasi
merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya
interaksi yang lebih baik antar stakholders sehingga
kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat
inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif,
dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, reflektsi dan
memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.

Jadi sebagai kesimpulan partisipasi merupakan
keterlibatan seseorang dalam melaksankan

yang
kegiatan

tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dalam
mencapai tujuan pembangunan dalam kehidupan
bermasyarakat, dan partisipasi juga mendorong

masyarakat dan pemerintah dalam melakukan kerjasama
yang kolektif dalam meningkatkan pembangunan.

B. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam
(Kartika, 2012) adalah keikutsertaan masyarakat dalam
proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada
di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan
tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,
pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan
masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang
terjadi. Selanjutnya partisipasi masyarakat adalah sebagai
bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh
pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan
dan pelaksanaan program pembangunan.(Agustin, 2015)

Partisipasi masyarakat merupakan prakarsa dan
swadaya gotong royong yang merupakan ciri khas dari
kepribadian bangsa Indonesia. Prakarsa yang berarti
kemauan, kehendak atas hasrat, sedang swadaya gotong
royong yang berarti kemampuan, kekeluargaan, sehingga
perlu diorganisasi. (Herman, 2019)

Menurut  Conyers dalam (Sagita, 2016)
mendefinisikan partisipasi masyarakat sangat penting
dalam pelaksanaan pembangunan. Terdapat tiga alasan
mengapa partisipasi masyarakat diperlukan, yakni,.
Masyarakat merupakan sumber informasi yang
memberikan gambaran tentang kondisi dan kebutuhan
daerah setempat, masyarakat akan lebih percaya kepada
program kegiatan pembangunan bilamana mereka
dilibatkan dalam perencanaan, serta memiliki tanggung
jawab  dan  kepedulian  untuk  menyukseskan
pelaksanaannya karena adanya rasa memiliki terhadap
program dan kegiatan tersebut, Keterlibatan masyarakat
sebagai bentuk terlaksananya hak demokrasi untuk turut

serta menentukan dan memantau terlaksananya
pembangunan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat
disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah

keterlibatan secara aktif dalam melakukan kegiatan
secara berkala dalam membantu pemerintah dalam
pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang
sejahtera.
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C. Konsep Anggaran Pembangunan Desa

Raghunandan, et al. dalam (Dewi, Nyoman
Purnamita, 2014) Anggaran adalah rencana yang ditulis
berisi kegiatan dalam organisasi dimana dinyatakan
dengan cara kuantitatif serta digunakan pada satuan uang
dalam periode tertentu. Umumnya pada suatu anggaran
hubungan antar individu memiliki peranan penting,
terdapat beberapa perilaku yang timbul dari adanya
anggaran tersebut, diantaranya perilaku positif dan
perilaku negatif.

Selanjutnya (Zakiyah et al., 2020) Anggaran
pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban
dari pemegang manajemen desa untuk memberikan
informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa
kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana
desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program
yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi
pendapatan, belanja dan pembiayaan desa

Anggaran sangat penting dalam meningkatkan
pembangunan yang ada di desa, dengan adanya
pembangunan desa yang maksimal maka dapat
menciptakan tata kelola yang baik di desa tersebut. Kaho
dalam (Daud, 2019) mengatakan bahwa ada empat hal
yang paling penting dalam partisipasi masyarakat
terhadap proses pelaksanaan pembangunan, yaitu:
Pertama, partisipasi dalam keputusan atau perencanaan.
Kedua, partisipasi pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam
memanfaatkan hasil. Keempat, partisipasi dalam
mengevaluasi. Selain dari anggaran desa, peran dari
masyarakat juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan
pembangunan di desa.

Selanjutnya (Wijayanto, 2015) mengemukakan
beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik
adalah Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk
mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin
kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, Anggaran diperlukan karena adanya masalah
keterbatasan sumber daya dan pilihan, Anggaran
diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah
bertanggung jawab terhadap rakyat.

Menurut Anthony dan Govindaraja dalam (Al
Qadari et al., 2018) hasil penyusunan anggaran berbasis
partisipasi dianggap sebagai pertukaran informasi yang
efektif. Pembuat anggaran mempunyai pemahaman yang
lebih jelas mengenai pekerjan manajer melalui interaksi
dengan atasan selama fase peninjauan dan persetujuan.
Dengan demikian para manajer yang dilibatkan secara
langsung dalam proses penyusunan anggaran akan
termotivasi untuk dapat berperilaku sebaik mungkin demi
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi sebagai kesimpulan bahwa anggaran
pembangunan desa sangat penting dalam proses
pembangunan di daerah yang mampu menunjang
keberhasilan ~ pembangunan  secara  berkelanjutan,
disamping penyusunan anggaran pembangunan desa
merupakan dasar yang penting untuk dilakukan oleh
pemerintah desa sebagai bentuk awal dalam perencanaan
untuk jangka waktu pembangunan.

1. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Dengan pendekatan melalui penelitian  deskriptif

kualitatif berusaha untuk mengambarkan permasalahan
yang ada kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam
penyusunan anggaran pembangunan desa di Kecamatan
Kindang Kabupaten Bulukumba dan kemudian
menganalisa masalah  khususnya terkait respon
pemerintah desa melalui indikator partisipasi masyarakat
dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk pikiran
dan partisipasi dalam bentuk waktu hingga sampai pada
suatu kesimpulan yang absolut. Jenis data yang
dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder.
Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata
atau ucapan lisan dan perilku manusia (Creswell, 2015).

IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga

Partisipasi  sebagai suatu konsep dalam
pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan
luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip
dasar dari pengembangan masyarakat, pembangunan
yang efektif membutuhkan keterlibatan partisipasi awal
dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan dalam
penyusunan  rancangan  kegiatan yang  akan
mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat
merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu,
efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.

Partisipasi masyarakat sangat berperan penting
dalam kesuksesan pembangunan namun dalam proses
yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk
mewujudkan hal tersebut berbeda bentuk partisipasi yang
diberikan untuk melancarkan pembangunan, namun
masyarakat yang umumnya terdapat didaerah yang
umumnya petani masih kental dengan kegotong royongan
sehingga dapat memperlancar pembangunan di daerah
masing-masing.

Hasil Kutipan wawancara dapat dilihat pada
informan A, selaku pemerintah desa dapat dilihat:

“bahwa partisipasi masyarakat menurut pendapat
saya sangat dibutuhkan karena ini menyangkut
pemberdayaan masyarakat, mengenai penyampaian
informasi biasanya melalui tempat sarana ibadah,
sekolah serta melalui rapat sebelumnya yang
diadakan di desa, dan mengenai kurangnya
partisipasi masyarakat sangat disayangkan karena
biasanya yang saya ketahui bahwa tingkat
kesejahteraan masyarakat di desa kami sangat
rendah dan ini mempengaruhi ketidak hadiran
masyarakat dalam ikut berpartisipasi dikarenakan
sibuk pada pekerjaan untuk kebutuhannya.

Hasil Kutipan wawancara Informan A diketahui
bahwa partisipasi masyarakat masih kurang baik karena
masyarakat masih sibuk dalam pekerjaan untuk mencari
nafkah keluarga, jadi waktu untuk meluangkan
berpartisipasi dalam bentuk tenaga seperti gotong royong
tidak dapat diikuti karena tingkat kesejahteraan
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masyarakat masih rendah sehingga masyarakat lebih
dahulukan pekerjaannya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Informan B
selaku tokoh masyarakat yakni :

“bahwa  menurut pendapat saya  partisipasi
masyarakat dalam penyusunan anggaran
pembangunan desa yang ada di Kecamatan Kindang
masih  kurang maksimal, alasannya karena
pemerintah tidak transparansi kepada masyarakat
mengenai rapat atau kegiatan tersebut, dan mengenai
bentuk partisipasi yang sering kami berikan kepada
pemerintah adalah gotong royong karena kami
sebagai masyarakat petani dan tingkat pendidikan
yang rendah cuma bisa berpartisipasi dalam bentuk
tenaga karena disamping kami sibuk di pekerjaan
untuk menghidupi keluarga”.

Hasil wawancara dengan Informan B dapat
diketahui  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam
penyusunan anggaran pembangunan desa masih kurang
maksimal, karena pemerintah tidak transparansi kepada
masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan
desa. hasil pengamatan peneliti di lapangan dapat
diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam
bentuk tenaga menggambarkan bahwa masyarakat
perdesaan  lebih  memilih  untuk  berkontribusi
menyumbangkan tenaga dibandingkan dengan bentuk

partisipasi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa
partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari
kemampuan ekonominya. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa masyarakat perdesaan cenderung  untuk
berpartisipasi dalam bentuk menyumbang tenaga
dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya.

kemudian  partisipasi  masyarakat  dalam

penyusunan anggaran pembangunan desa masyarakat
lebih cenderung melakukan kerjasama dalam bentuk
gotong-royong dalam membantu pemerintah dalam
menyelesaikan proses pembangunan yang ada, disamping
itu karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh
masyarakat dalam melakukan aktivitas dengan waktu
tertentu, jadi hal itu menjadi faktor utama masyarakat
lebih memilh melakukan bentuk partisipasi tenaga untuk
membantu pemerintah dalam pembangunan

B. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk Pikiran

Partisipasi masyarakat dalam otonomi desa
berupa subtansi nyata dari kemampuan masyarakat
setempat untuk mengakses potensi sumber daya yang ada
di lingkungannya. Sehingga potensi sumber daya yang
sangat melimpah ruah itu bisa dijadikan nilai tambahan
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa
bersangkutan.

Kenyataan partisipasi masyarakat desa yang
dianggap kunci keberhasilan pembangunan otonomi
daerah justru hanya merupakan partisipasi manipulatif.
Artinya masyarakat desa tidak diberikan kesempatan
yang cukup untuk melibatkan diri dalam pembangunan di
desanya. Bahkan banyak objek pembangunan pedesaan
yang masih dilakukan secara sepihak dari atas (Top-
Down). Sehingga sasaran pembangunan tidak sesuai

dengan aspirasi dan harapan masyarakat setempat.
Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi
berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran
konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk
memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk
mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan
pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang
diikutinya.

hasil wawancara yang dikatakan oleh Informan
C selaku tokoh pemuda bahwa :

“Saya selaku tokoh pemuda yang mewakili
masyarakat ~mendukung  adanya  penyusunan
anggaran  pembangunan desa akan tetapi

berdasarkan latar belakang kami sebagai masyarakat
tingkat pendidikan kami masih rendah dan tidak tahu
apa yang akan disampaikan kepada pemerintah
sehingga saya enggan untuk menghadiri rapat
penyusunan anggaran pembangunan desa, karena
saya kami malu untuk hadir dan berpartisipasi jadi
saya Cuma bisa berpartisipasi dalam bentuk tenaga
saja’.

Hasil wawancara dengan Informan C diketahui
bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan
anggaran pembangunan desa masih rendah, karena
masyarakat terkendala pada tingkat pendidikan sehingga
untuk menyampaikan ide tidak disampaikan.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Informan D
selaku tokoh agama yakni :

“bahwa mengenai partisipasi masyarakat dalam
penyusunan anggaran pembangunan desa dalam
bentuk pikiran saya selaku tokoh agama yang
mewakili masyarakat di desa kami adalah masih
kurang maksimal, karena dari 10 desa yang ada di
Kecamatan Kindang dari berbagai kalangan seperti
tokoh pemuda, tokoh agama ini biasanya yang turut
berpartisipasi dalam bentuk pikiran tingkat
pendidikan mereka berbeda-beda, jadi dalam
penyampaian ide-ide dari perwakilan desa lain tidak
disampaikan”.

Kutipan wawancara dengan Informan D
diketahui bahwa dalam bentuk partisipasi pikiran dalam
penyusunan anggaran pembangunan desa di Kecamatan
Kindang tidak maksimal karena masyarakat pada
umumnya yang tingkat pendidikan masih rendah. hasil
pengamatan peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa
bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan
anggaran pembangunan desa di Kecamatan Kindang
masih kurang maksimal, karena pada umumnya yang
mewakili masyarakat tingkat pendidikan mereka masih
rendah serta masih kurangya informasi yang disampaikan
pemerintah kepada masyarakat.

C. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk waktu.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan
pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya
dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga
sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang
berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan
yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi
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masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula
oleh masyarakat.dapat dilihat dari fakta yang ada, bahwa
jenis pekerjaan khususnya masyarakat petani memiliki
hubungan terhadap partisipasi masyarakat desa, sifat
gotong royong dan intensitas pertemuan serta adanya
waktu luang menetap di desa dengan tidak mencari
pekerjaan lain di luar desa adalah faktor penyebab
tingginya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Informan E
selaku masyarakat yakni :

“menurut pendapat saya dalam rapat penyusunan
anggaran pembangunan desa di kecamatan kindang
sangat saya respon demi kelancaran pembangunan di
desa kami, tapi yang menjadi kendala bagi saya
adalah pemerintah kecamatan dalam melaksanakan
rapat biasanya di pagi hari sedangkan kami sebagai
masyarakat yang umumnya petani di pagi hari kami
biasanya ada dikebun untuk mencari nafkah demi
keluaraga, sehingga waktu untuk menghadiri rapat
tidak kami hadiri”.

Hasil kutipan wawancara dengan Informan E
dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat
dalam  menghadiri rapat penyusunan  anggaran
pembangunan desa sangat kurang, karena pada umumnya
masyarakat yang ada di pedesaan waktu yang paling
banyak kesibukan di waktu pagi hari sehingga waktu
yang akan diluangkan untuk menghadiri rapat
penyusunan anggaran pembangunan tidak dapat dihadiri.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Informan F
selaku PNS dan tokoh masyarakat bahwa :

“Dalam pelaksanaan rapat penyusunan anggaran
pembangunan desa di kantor kecamatan kindang saya
selaku tenaga pelajar dan tokoh masyarakat sangat
merespon dan sangat antutias, tapi pemerintah
kecamatan biasanya dalam melaksanakan kegiatan
adalah di pagi hari dan bertepatan kegiatan saya
disekolah, sehingga saya tidak ada waktu untuk
menghadiri rapat tersebut, jadi saya sangat
mengharapkan kepada pemerintah setiap
melaksanakan kegiatan haruslah di siang hari agar
saya dan masyarakat lainnya yang umumnya petani
bisa terlibat dalam kegiatan tersebut”.

Hasil wawancara dengan Informan F dapat di
lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat rendah bukan
karena tidak mau menghadiri kegiatan atau rapat
penyusunan anggaran pembangunan desa di Kecamatan
Kindang, akan tetapi pemerintah tidak melihat waktu
yang luang untuk mengadakan kegiatan yang akan
dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menghadiri
rapat penyusunan anggaran pembangunan  desa.
Disamping itu juga masyarakat enggan untuk menghadiri
rapat tersebut dikarenakan menurut pendapat mereka
bahwa pertemuan itu tidak penting untuk dihadiri.

V KESIMPULAN
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan
anggaran pembangunan desa di Kecamatan Kindang
belum terlihat secara signifikan meningkat hal ini
disebabkan karena kurangnya penyampaian informasi
yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah

desa kepada masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat
untuk menyampaikan aspirasi dalam penyusunan
anggaran pembangunan tidak tercapai. Disamping itu
dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam bentuk
tenaga lebih cenderung baik disebabkan karena gotong
royong masih dilakukan oleh masyarakat dalam
membantu pemerintah, partisipasi masyarakat dalam
bentuk pikiran  keterlibatan  masyarakat rendah
disebabkan keterbatasan informasi dari pemerintah,
partisipasi masyarakat dalam bentuk waktu terlihat
kurang baik hal ini disebabkan karena waktu yang
dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan
kegiatan  bertepanan dengan waktu masyarakat
melakukan aktivitas yang lain. Oleh sebab itu pemerintah
Kecamatan Kindang agar senantiasa memperbaiki dan
mengejar pendidikan dalam segala modelnya. Disamping
itu perlu pula diadakan pembinaan terhadap masyarakat
yang mata pencahariannya sebagai petani sehingga
mereka dapat hidup lebih layak lagi seperti kehidupan
masyarakat pada umumnya.
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